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KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR 140/22/Kpts/WN — IU/2021

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR

PENANGUNG JAWAB ADMINISTRASI JAMINAN KESEHATAN

NAGARI INDERAPURA UTARA

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

Menimbang : a.
b.
Mengingat I
2.
3.

bahwa untuk pengolahan data BPJS Kesehatan di
Nagari Inderapura Utara,Kecamatan Airpura Pelu
dibentuk Petugas Validasi BPJS Kesehatan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Wali Nagari.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan
Hak Asal Usul Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa
Tahun 2020;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari
Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir
Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor
69);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor S Tahun
2021Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Sdra. RIDO PRIMADI,S.Kom Sebagai
Petugas Penangung Jawab Administrasi Kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nagari Inderapura Utara,Kecamatan
Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Pada Nama yang tercantum diatas bertugas sebagai
penangungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nagari Inderapura Utara,Kecamatan
Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul diakibatkan dikeluarkan Surat
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan
Dan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun
Anggaran 2021;

Ditetapkan di  : Inderapura Utara
Pada tanggal : 18 Januari 2021

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

ZUHRI

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

Bupati Pesisir Selatan di Painan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Camat Airpura di Tamuan;

Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;

Yang bersangkutan.
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